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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penyelenggaraan komunikasi publik dilaksanakan dalam rangka 

pemenuhan hak publik atas informasi. Komunikasi publik merupakan amanat 

Instruksi presiden Nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. 

Salah satu instruksinya mengamanatkan untuk memilih media yang tepat sebagai 

saluran komunikasi publik pemerintah. 

Surat kabar adalah salah satu media yang digunakan sebagai saluran 

komunikasi publik. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penggunaan surat 

kabar telah mendominasi sebagai salah satu komunikasi publik pada Pemerintah 

Kota Bukittinggi. Berdasarkan dokumen Daftar Penggunaan Anggaran (DPA), 

penggunaan surat kabar telah menyerap anggaran sebesar 92,4% dari total anggaran 

pelaksanaan kegiatan komunikasi publik selama lima tahun terakhir1.  Untuk lebih 

jelas dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut: 

 

Gambar 1.1. Persentase penggunaan media massa komunikasi publik 

Sumber: Daftar Penggunaan Anggaran Tahun 2017 s.d. 2021 

Gambar diatas, memberikan pemahaman kepada peneliti bahwa lima tahun 

terakhir, hanya sebagian kecil informasi disebar melalui media online dan media 

penyiaran, namun seiring dengan perkembangan teknologi, pola baca masyarakat 

telah berubah. Masyarakat mulai meninggalkan media cetak dan beralih ke media 

digital. Media digital telah menjadi primadona baru untuk mendapatkan beragam 

 
1 Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Komunikasi Publik Tahun 2017 s.d. 2021 
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informasi secara cepat. Olivia (2019:128) menuturkan peralihan media cetak 

menuju media digital telah berkembang menjadi media yang mampu menghadirkan 

informasi realtime, akibatnya surat kabar dianggap sebagai media yang tidak 

relevan lagi dalam menyampaikan informasi. 

Konvergensi media semakin tidak terelakkan, mengakibatkan tren 

penurunan oplah surat kabar secara global, mengakibatkan banyaknya surat kabar 

menghentikan peredarannya. Hingga pertengahan tahun 2021, media cetak surat 

kabar di Indonesia, terus mengalami penurunan. Pada bulan Januari surat kabar 

Tempo telah berhenti peredarannya, disusul dengan surat kabar Indo Pos dan Suara 

Pembaharuan. Penetrasi Internet Of Thing telah memaksa media cetak melakukan 

konvergensi ke platform digital (Nurterbit, 2021). 

Fenomena tren penurunan oplah secara global juga berdampak pada surat-

surat kabar lokal yang ada di Sumatera Barat. Hasil wawancara awal oleh peneliti 

pada dua jenis surat kabar yaitu Singgalang dan Padang Ekspres, peneliti 

menemukan bahwa, sebelum mengalami tren penurunan surat kabar Singgalang 

mencetak 25.000 oplah setiap harinya, namun saat ini hanya mencetak 9.000 oplah 

setiap harinya, dimana 10% didistribusikan di Bukittinggi2. Sementara surat kabar 

Padang Ekspress, sebelum mengalami tren penurunan, mencetak 15.000 oplah 

setiap harinya, namun saat ini hanya mencetak 6.980 oplah setiap harinya, sebanyak 

540 oplah didistribusikan di Bukittinggi3. Jika peneliti bandingkan dengan jumlah 

penduduk Kota Bukittinggi sebanyak 121.028 jiwa4, sedikit sekali penduduk yang 

berpotensi untuk membeli kedua surat kabar tersebut. Hal ini juga peneliti buktikan 

dengan observasi awal untuk melihat langsung peredaran oplah surat kabar di 

Bukittinggi, dan benar adanya peneliti sangat sulit menemukan penjual koran di 

Kota Bukittinggi. 

Rangga Mohamad Permana dan Aceng Abdullah (2020), mengungkapkan 

rendahnya oplah yang beredar karena teknologi informasi telah membantu 

penyebaran informasi- informasi surat kabar melalui konvergensi media, surat 

kabar daring telah menjadi pilihan publik. Media online telah memangkas proses 

dan mata rantai pendistribusian berita yang sangat panjang pada surat kabar. Hal 

 
2 Wawancara dengan Kepala Bagian (Turyza I.) Pemasaran Singgalang pada tanggal 27 September 2021 
3 Wawancara dengan Manajer Penagihan (Silvia Okatrice) Padang Ekspress tanggal 27 September 2021 
4 Sumber : Kota Bukittinggi dalam Angka Badan Pusat Statistik Tahun 2020 
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tersebut dikarenakan surat kabar yang telah dicetak didistribusikan ke pembaca 

melalui agen, loper atau pengecer dan barulah sampai ke tangan pembaca, sehingga 

lamanya proses tersebut mengakibatkan, kecepatan dan kebaruan berita tidak 

terjaga. 

 Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya akan disebut 

Diskominfo Bukittinggi sebagai organisasi yang bertanggung jawab untuk 

penyelenggaraan pengelolaan media komunikasi publik pada Pemerintah Daerah5, 

sebaiknya harus melakukan evaluasi media yang akan di gunakan sebagai media 

komunikasi publik. Seharusnya media massa yang dipilih adalah media yang 

memiliki kemampuan yang diselaraskan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 

2015, yaitu media yang cepat dan tepat serta memperhatikan dan 

mempertimbangkan preferensi target khalayak, kemudahan dalam akses informasi, 

serta memastikan informasi program-program pemerintah diterima baik oleh 

publik6. 

Penggunaan media yang lebih beragam, akan berdampak semakin banyak 

informasi yang akan diperoleh oleh masyarakat, sehingga akan mengurangi 

ketidakpastian atas informasi. Kebijakan pemilihan media massa merupakan bagian 

yang vital dalam kegiatan penyelenggaraan komunikasi publik. Ketepatan dalam 

memilih media sangat menentukan bagaimana informasi dapat berdampak dan 

diterima baik oleh publik. Silalahi (2004:52) menyebutkan komunikasi 

pemerintahan dapat berjalan baik jika saluran dan media yang digunakan dipilih 

secara tepat dengan mempertimbangkan impact dari media tersebut. 

Merujuk kembali ke Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2015, komunikasi 

publik tidak hanya memfokuskan kepada penyebaran informasi secara cepat dan 

tepat saja, tapi juga dalam rangka optimalisasi penyerapan aspirasi publik. 

Komunikasi publik pemerintah menghendaki adanya partisipatif dari masyarakat 

untuk ikut serta dalam merumuskan, melaksanakan dan pengawasan pada kebijakan 

pemerintah (Ramadani, 2019:13).  

Keberadaan media online sangat memungkinkan publik untuk 

mengeksekusi hal tersebut melalui diskusi-diskusi terbuka yang dapat 

 
5 Sumber : Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,  

  Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi 
6 PM Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 9 
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menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan 

pemerintah untuk meningkatkan rasa memiliki (Sukma & Kusumawardani, 

2021:7). Ruang publik virtual juga telah menjadi tempat dengan iklim demokrasi 

bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan 

kebijakan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan dan intervensi dari mana pun. Ruang 

publik media online sangat mudah dijangkau oleh publik dari kalangan mana pun, 

tidak seperti surat kabar yang hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu(Sukmono, 

2012:137). 

Alokasi ruang publik pada surat kabar dari tahun ke tahun selalu mengalami 

penurunan, Cutlip memaparkan layanan untuk publik yang diberikan secara gratis 

hanya berkisar empat persen, dimana 50% untuk kolom berita dan sisanya 46% 

dipenuhi oleh iklan (Cutlip et al., 2016:293). Ruang publik adalah tempat 

berekspresi, dan mendorong perdebatan terhadap isu dan wacana kebijakan 

pemerintah, sehingga mampu mengubah pemikiran para pembuat kebijakan 

(Coppock et al., 2018: 84). 

Penggunaan surat kabar sebagai media komunikasi publik oleh Diskominfo 

Bukittinggi perlu dilakukan pengkajian ulang dan di analisis kembali. Surat kabar 

telah mengalami keterpurukan dan kemampuannya tidak lagi memenuhi kaidah- 

kaidah dasar sebagai saluran komunikasi publik yang dibutuhkan pada kondisi saat 

ini, sebagaimana dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015, bahwa media yang 

tepat untuk digunakan dalam komunikasi publik adalah media yang mampu 

menyampaikan informasi secara cepat, tepat, obyektif, berkualitas baik, serta 

mampu mengurangi keraguan dan ambiguitas yang terjadi di tengah masyarakat.  

Penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah, yang dilaksanakan sesuai 

dengan aturan yang berlaku, sangat berpengaruh kepada organisasi dalam 

mengelola media komunikasi publik pemerintah termasuk dalam memilih media 

yang tepat sebagai saluran komunikasi publik. Sebaiknya media tersebut 

mempunyai ketersediaan akses bagi semua lapisan masyarakat, dimana semakin 

mudah diakses, berarti semakin baik media massa tersebut dijadikan sebagai 

saluran komunikasi publik. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin fokus untuk 

menganalisis bagaimana pemanfaatan surat kabar oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika sebagai media komunikasi publik Pemerintah Kota Bukittinggi?. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan komunikasi publik oleh 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi; 

2. Untuk menganalisis pemanfaatan surat kabar sebagai media komunikasi publik 

Pemerintah Kota Bukittinggi 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada 

praktisi kehumasan atau sumber daya manusia yang ada pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Bukittinggi, dalam memilih media yang tepat 

untuk saluran komunikasi publik, sehingga dapat menjaring aspirasi masyarakat 

sebanyak mungkin  dan akan berdampak kepada citra positif pemerintah daerah. 

2. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan ilmu 

komunikasi khususnya Government Public Relations dalam menyelenggarakan 

komunikasi publik sebagaimana juga diamanatkan dalam Instruksi Presiden 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


